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‘- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
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. TENTANG S
: PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUH?ED S

v - IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR L

“Menimbang : a.  bahwa kesehatan merupakan unsur utama bagi .
T o kehldupan untuk menunjang aktivitas seseorang, oleh -
~ sebab itu perlu diwujudkan dengan berbagai upaya |
~ kesehatan, salah satunya  melalui . upaya: .
Penanggulangan . Human Immunodefi ciency Vzrus dan
~ Acquired Immune Deficiency Syndrome; -
b.  bahwa saat ini terjadi kecenderungan pemngkatan yang
‘ signifikan penderita Human Immunodeﬁaency Virus. -
dan Acquired  Immune Deficiency Syndrome dang.: e
o penyebarannya yang semakin meluas, sehingga dapat;
© mengancam derajat kesehatan masyarakat dan'
.. kelangsungan kehldupan manusia; v
c. . bahwa sampai saat ini belum ada regulasi daerah yang
-mengatur rnengenax upaya Penariggulangan Human
- Immunodefi c:ency Virus dan Acquired Immune Def czency
» Syndrome; v
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana
o . dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
o T - menetapkan . Peraturan - Daerah . tcntang
: ' Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan
- Acquired Immune Deficiency Syndrome;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- L Repubhk Indonesia Tahun 1945; - .
2. Undang-Undang ' Nomor 13 Tahun 1950 . tentang% :

. o o - Pembentukan Daerah-dacrah  Kabupaten ~dalam = - -
. . - Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
S 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

- Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik - Indones1a
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang * Nomor 5 Tahun 1997 tentang
-+ Psikotropika (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia -
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Ncgara

- Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang  Nomor 35 Tahun;,2009 tentang
. Narkotika . (Lembaran Negara  Republik Indoncsxa

" Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Iernbaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 5062), ' o



oo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
- -Asasi Manusia (Lembaran Negara - Republik Indonesia -
. Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negaral}?
+ Republik Indonesia Nomor 3886); o
. - . Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktlk:_" Lol
- " Kedokteran ' (Lembaga: Negara - Republik  Indonesia -+
" Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara”}f
 Republik Indonesia Nomor 4431), B
8. .';-'_'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang','-‘
"~ Kesejahteraan Sosial . (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran -
~ Negara Republik | Indoncma Nomor 4967); o
.~ Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang; -
- Kesehatan - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia -
~ - Tahun 2009 Nomor 144, 'I‘ambahan Lembaran Negaraf»
 Republik Indonesia Nomor 5063); - -
. Undang- Unda g :Nomor 12 Tahun 2011 tentang .
; Peraturan ‘Perundang- undangan
v(Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesui Tahun 2011
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
.;]v:'FIndonesiai Nor,no’rv 5234); e
‘;'~"‘,_”Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
L »'}Pemenntahan Dacrah (Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia" ‘Tahun 2014 ‘Nomor 244, - Tambahan
L Lembaraniz;:f Ne’gara"i':fRepublik Indonesia Nomor, ' 5587),
s sebagalmana ‘telah  diubah beberapa kali terakhir
~~ ‘dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun. 2015 tentang
. Perubahan “Kedua atas Undang-Undang ‘Nomor 23
- Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran
" Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  58,-
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonemaf;
. Nomor 5679); = :
. Undang-Undang Nomor 36 ’I‘ahun 2014 tentang Tenaga
?g_ffijesehatan (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia“ -
- - Tahun 2014 Nomor 298, Tarnbahan Lembaran Negara -
* Republik Indonesia Nomor 5607); -~
13, Peraturan Presiden ‘Nomor 75 Tahun 2006 tentang )
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; e
14, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
~ Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan 'AIDS
N (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
~~ Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Prov1n31 Jawav-»
- Tengah Nomor 22); . - PR
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
. Tahun 2007 tentang Penyldlk Pegawai Negen Sipil di
SIS ngkungan “Pemerintah Kabupaten © Karanganyar
- (Lembaran Daerah Prov1n31 Jawa ’I‘engah Tahun 20077"‘
SR Nomor 12) PR R

R Dengan PersetUJuan Bersama v : TR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAN GANYAR v

| DR dan o Lo
":--BUP,AT.I E,KARA'NG,A’NYAR Sl




R I E MEMUTUSKAN SRR TR
Menetapkan : PERATURAN ~ DAERAH  TENTANG PENANGGULANGAN
1 HUMAN ~IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN. ACQUIRED
‘IMMUNEDEFICIENCYSYNDROME e
. BABI

KE’I‘ENTUAN UMUM

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan S
. Pemerintah adalah Pemermtah Negara Kesatuan Repubhk”
. Indonesia." L
2. Pemerintah’ Provm i
~ Jawa Tengah. '
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar , e
4. Pemerintah = Daerah adalah Pernermtah Kabupaten' o
'’ Karanganyar. . -7 | TR
. Bupati adalah Bupatl Karanganyar SR
, .'_,'Masyarakat adalah setxap orang atau kelompok orang yang :
* berdomisili di Daerah. - e
. Organisasi Kemasyarakatan adalah orgamsaS1 yang» e
~ didirikan dan- dibentuk oleh masyarakat secara sukarela =
"[berdasarkan kesamaan ‘aspirasi, kehendak kebutuhan, =
 kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berparhs1pasr'f"
~ dalam ‘pembangunan. demi tercapainya tujuan Negara - -
 Kesatuan chubhk Indonesia yang berdasarkan Pancasila. . -
8. Dunia  Usaha ~adalah orang atau ~ badan yang
" melaksanakan: keglatan dengan : tujuan”" ‘ --‘untuk
~ mendapatkan keuntungan » =
. Human Immunodef ciency Vzrus yang selanjutnya dlsmgkat
o+ HIV merupaka.n v1rus yang memsak sistem kekebalanw
- tubuh manusia. .
-10. Acquired Immune Def czency Syndrome yang selanjutnya:
. _disingkat AIDS' adalah kumpulan gejala penyaklt yang
" disebabkan oleh HIV. - . o
‘ ‘;,»Pcncegahan ‘adalah” suatu upaya agar seseorang t1dak.; _
“ . tertular HIV AIDS serta tldak menularkan kepada orangv
lain, e
. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang mehputl
- perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan = -
- secara komprehensh1f kepada ODHA, agar dapat hidup .~
~ lebih  lama secara posmf “berkualitas, dan memiliki - o
© . aktivitas sosial - dan ek0n0m1 ‘secara norrnal sepern g
- masyarakat lainnya. R
- 13. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk mernuhhkan dan':. L
~-."_fjmengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalaml, D
O ~disfungsi sosml agar dapat melaksanakan fungs1 somalnya}“ :
- secara wajar." R
: .’Penanggulangan adalah segala upaya dan keglatan yang.j_ T
 dilakukan mel1put1 o Pencegahan Penanganan ~dan
15 Rehabilitasi. -
~15.Komisi. Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnyaj:.j_' o
- disingkat ' KPAD adalah KOI‘I‘llSl Penanggulangan AIDS o
. Kabupaten Karanganyar. = SO
. Komisi Penanggulangan AIDS Nasxonal yang selanjutnyav}-‘ ST
<. disingkat" KPAN: adalah Kom151 Penanggulangan AIDS';,' e
SR [:..-ngkat Pusat | e e

'd.alah Pemenntah Dacrah Provmsx:__




»;17 Pcrawatan Komprehensn' Berkesmambungan {Contmuum:f‘f‘i
..~ Of Care) ‘adalah - perawatan bagi ODHA mulai pelayanan i
. dari tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai

i - perawatan di tingkat rumah yang dx dukung oleh sesama.

- ODHA maupun masyarakat.
~18.0rang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya dlsxngkat
. ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada. -

~tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada geJala,;_ -
. penyakit ikutan. ' .
. Orang yang Hldup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya"

~ 'yang hidup bersama dengan ODHA dan memberlkanf;y
~ perhatian kepada mereka. '

~ disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga : ol

. Kelompok Dukungan Sebayaadalah kelompok ODHA yang L

S mendukung sesama ODHA untuk memngkatkan kuahtas S

~hidupnya. = .
- 21. Infeksi Menular Seksual selan_]utnya dlsmgkat IMS adalah
- penyakit dan/atau ge_]ala penyaklt yang dltularkan melalul
~ hubungan seksual.
. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya
- {*;dlsmgkat KTS adalah proses konsellng sukarela dan tes'

. Persetujuan’ Tindakan Medis (Informed Consent} adalah‘
- persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara
~kognisi dapat. mengambll keputusan dengan sadar untuk
 melaksanakan prosedur (test HIV, operasi, dan tindakan _
- medis lamnya) bag1 cllrmya atau atas spemmen baglan

*  darinya.

- sebelum didonorkan.

besaran masalah 'sebaran dan kecenderungan penularan
. HIV-dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan .

- secara unlinked anonymous.

" tentang penlaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan. -
- AIDS dan dilakukan - secara berkala guna memperolehj
. informasi tentang “besaran  masalah ~ dan
 kecenderungannya untuk perumusan kebgakan dan:
. kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS." B
.Kondom adalah sarung. karet yang dlpasang pada alat
~ kelamin laki-laki - dan perempuan pada waktu akan
" melakukan - hubungan ‘seksual dengan maksud untuk
 mencegah penularan penyakit ak1bat hubungan seksual =
. maupun sebagai alat kontrasepsi. S
. Narkotika, Psikotropika - dan Zat Ad1kt1f Lamnya yang
' selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat alami atau sintetis .

- ’,_‘yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fung31 ﬁsxk}f
“dan psikis, serta memmbulkan ketergantungan. :

4, Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dllakukan pada B
“sampel darah, produk darah Jarmgan dan organ tubuh

. Surveilans HIV atau sero- Survetlans HIV adalah keglatanf R

“ ~_ pengumpulan data tentang infeksi- HIV yang dilakukan T
“.secara berkala guna memperoleh 1nforma31 tentang

’"*penanggulangan HIV dan AIDS di mana tes HIV dﬂakukan‘_f’f”;

- .Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data'f‘:_ o

) . Antiretroviral . yang sclanjutnya disingkat ARV ‘adalahf;f'z; ' o
 sejenis  obat’ yang - dlgunakan ‘untuk - mengambat

perkembangblakan virus dalam tubuh orang Yang S

o »termveks,l HIV | Lo N R ”/ "
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Deoxynbo Nucleid Aczd/ Ribo Nucletd Acid yang selanjutnya -

disingkat DNA/RNA adalah suatu molekul yang membawa A

informasi genetik dalam sel. : o
Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan

Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV = c
- dan konseling yang dilakukan pada seseorang untuk = o
kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan -

inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.

Epidemi adalah suatu keadaan dimana suatu masalah
‘kesehatan (penyaklt) yang ditemukan pada suatu daerah - L
tertentu dalam - waktu yang smgkat berada dalam‘

frekuensi yang menmgkat
MitigasiD ‘ : '
ampak adalah upaya untuk- mengurangi dampak

kesehatan sosial dan ekonomi akibat penyakit menular
melalui pendidikan epidemiologi, memberikan jaminan

kesehatan, = menghilangkan - deskriminasi dalam

memberikan  layanan ~ dan  dalam  kehidupan =

bermasyarakat, ‘menyclenggarakan program bantuan

untuk - meningkatkan pendapatan ~ keluarga = dan_ i
.- . pemberdayaan masyarakat.
3S.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdlkan -
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

 dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

 36. i
L menyelenggarakan ‘pelayanan  kesehatan perorangan.
~ secara . paripurna yang menyediakan pelayanan rawat-

138,

30

40

41.

kesehatan yang untuk jenis tuntutan memerlukan S

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. .
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah Sakit Tipe C adalah Rumah Sakit khusus yang =~ = =
“mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit =
pelayanan medik spes1alls dan pelayanan medik =
“subspesialis sesuai kemampuan medik yang minimal. . o
Rumah Sakit Tipe D adalah rumah sakit umum yang‘- o

hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga)

untuk pemngkatan akses bagi masyarakat dalam rangka =~
. menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang
memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat ‘L

" darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. R
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dxsebut' :
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang =
.menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setmggx- -
tingginya di wilayah kerjanya. o
Tuna Susila adalah sesorang yang melakukan hubungan
seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-
ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan -
tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang .
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan :
dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar ‘-




42 Lembaga Swadaya Masyarakat yang seIanJutnya d1smgkat
-~ LSM adalah ‘organisasi- yang didirikan' oleh perorangan = -
S ataupun sekelompok - orang yang secara sukarela yang @
o memberlkan pelayanan kepada. rnasyarakat umum tanpa .
- bertujuan  untuk memperoleh keuntungan dari
j_’_keglatannya R LA AT S T

LT BAB II
ASAS MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

:berdasarkan asas: .-
a. kemanu51aan, :
b. keadilan; dan il o . .
c. kesamaan kedudukan"dalam hukum dan pemenntahan

Maksud dlsusunnya, Peraturan Daefah ini adalah sebagalﬂvv;ﬁ R
‘pedoman dalam -upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di
;Daerah ,. - , S BRI

- e Pasa14
,Tujuan d1susunnya Peraturan Daerah ini adalah L
masyarakat mampu‘ menanggulang1 penularan HIV dan v
memenuh1 kcbutuhan Masyarakat tentang 1nformas:'
_'dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu,
~dan. ter_langkau oleh seluruh lapisan- Masyarakat sehmgga
' mampu menanggulangl penularan HIV dan AIDS; -~
_.c. melindungi - Masyarakat terhadap tlmbulnya segala:;:}
' kemungkinan terjadinya penularan HIV dan AIDS; R
~'d. memberikan kemudahan dalam. menunjang penmgkatan’ﬂfl
_upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; JeTel
e. meningkatkan mutu sumber daya manusxa dalarn upaya_::t .
. Penanggulangan HIV dan AIDS; = AN
. meningkatkan kualitas hidup ODHA e
. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA dan .
‘h. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyaklt HIV dan
'».,‘fAIDS pada 1nd1v1du, keluarga dan Masyarakat LA

PasaIS
- Sasaran pengaturan Peraturan Daerah ini adalah

_ Pemermtah Daerah"’? e S
.- KPAD; '
: 'ODHA”
- Tenaga Kesehatan, T A I
 Masyarakat; .
- Organisasi Masyarakat
Dunla Usaha dan swasta R

rpmmeacTs D




S o BABII ST
PENAN GULANGAN HIV DAN AIDS

Baglan Kesatu
Jems-Jems Keglatan

LA SR ?'_il'Pasal 6 R
Keglatan Penanggulangan HIV dan AIDS terd1r1 atas:'-”,'
promosi kesehatan; - S L
. pencegahan penularan HIV

. pemeriksaan diagnosis HIV; . :

. pengobatan, perawatan dan’ dukungan dan
. rehab1hta51 dan pemberdayaan o

Baglan Kedua -
Promos1 Kesehatan =

‘Promosi kesehatan dllakukan  melalui - upaya"f"
L 'memngkatkan pengetahuan yang benar dan komprehens1f
-~ mengenai pencegahan. penularan HIV dan menghllangkan
- stigma serta diskriminasi. » :
Promosi kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (I)‘:f .
- diberikan dalam bentuk ‘advokasi, ~bina  suasana,
~ pemberdayaan, kemitraan dan ‘peran. serta - Masyarakat’vf.';;
 sesuai dengan ‘kondisi 3031a1 budaya serta dldukung' L
kebijakan pubhk AZ - , A
. ‘Promom kesehatan’ sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
- dilakukan' oleh - Tcnaga Kesehatan dan tenaga non'»:?'f
_ kesehatan terlatlh LR : . .
(4) Sasaran promosi. kesehatan mehput1 pembuat kebl_]akan,
. sektor swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat. '
'(5) Promosi kesehatan ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dllakukan dengan -memasukkan  pendidikan upaya
Penanggulangan HIV ‘dan AIDS. dalam keglatan masa
_~orientasi. sekolah serta materi- pendldlkan dan pelatlhan:;‘ﬂf
- ,' 'calon Pegawa1 Negerl Slpll dan Pegawa1 Negen Slpll '

o Bagxan Ketlga o
‘_} Pencegahan Penularan HIV

o : Paragraf 1 e
- Upaya Pencegahan Penularan HIV

o I I T : Pasa18
- Pencegahan penularan HIV. mehputx upaya »
‘a. pencegahan penularan HIV melalu1 hubungan seksual
' b. pencegahan penularan HIV melalm hubungan non"
- seksual; dan : AR
. . ':pencegahan pcnularan‘ HIV dan 1bu ke anaknya L F/




" Paragraf2
Pencegahan Penularan HIV melalui
’ Hubungan Seksual

Pasal 9

IR '(1) Pencegahan penulai‘an HIV melélul hubungan seksual'

dilaksanakan - terutama di tempat yang berpoten31
‘terjadinya hubungan seksual berisiko.

(2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual
dilakukan dengan 4 (empat) keglatan yang tenntegrasx :
‘meliputi:

a. penmgkatan peran pcmangku kepentmgan
b. intervensi perubahan perilaku;

c manajemen asokan . perbekalan . ;kesehatan IR

Pencegahan; dan :
d. penatalaksanaan IMS

Pasal 10

o .'Ketentuan tebih lanjut mengenai Pencegahan Penularan HIV
: melalm hubungan seksual dlatur dalam Peraturan Bupat1 .

o Paragraf 3 S
Pencegahan Penularan HIV AIDS
melalui Hubungan Non Seksual

o Pasal 11 ’

(1) Pencegahan  penularan HIV melalui hubungan non
seksual dltujukan untuk mencegah penularan HIV melalui
darah. E

(2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi: o
a. uji saring darah pendonor;

b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medls dan non

- medis yang melukai tubuh; dan E L

C. pengurangan dampak buruk pada pcngguna NAPZA |
suntlk : o o . . '

Pasal 12

. Ketentuan lebxh lanJut mengenai Pencegahan Penularan HIV Y
.~ melalui hubungan non. seksual d1atur dalam Peraturan S
S Bupatl . |

Paragraf 4 :
Pe_ncegahan Penularan HIV AIDS

darl Ibu ke Anaknya -

‘Pasal 13

» -~ Pencegahan pcnularan ‘HIV dari ibu ke anaknya dllaksanakan.:v
' . melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:

a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia
reproduktif; ‘

= - b. pencegahan kéhamﬂan Yang tidak dlrencanakan pada B

‘perempuan dengan HIV;

" ¢. Pencegahan penularan HIV dari 1bu hamil dengan HIV ke

bayi yang dikandungnya; dan -

d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan

kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya K/ “



Pasal 14

( 1) Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus} L L
- dilakukan prom081 ‘kesehatan dan pencegahan penularan e T

HIV,

" (2) Pencegahan penularan HIV terhadap ibu hamil dllakukan
- melalui pemenksaan d1agnost13 HIV dengan tes dan -

‘konseling.

(3) Tes dan konsehng dlanjurkan sebagai bag1an dari 5’ ;,_ |
- pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan

- antenatal sedini mungkin atau menjelang persalinan pada:

~a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan o
~ epidemi meluas dan terkonsentrasi; atau
b. -ibu  hamil = dengan keluhan-keluhan IMS :dan.

- tuberkulosis di daerah epidemi rendah. ‘

Pasal 15 v
(1) Ibu hamil dengan HIV dan AIDS serta keIuarganya harus =
~.diberikan konseling mengenai:
~a. pemberian ARV kepada ibu;
'b. pilihan cara persalinan; = ‘ '
c. p111han pemberian ASI eksklusif kepada bayi hmgga

usia 6 bulan atau pemberian susu formula yang dapat .
diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman - -

(acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe).

d. pemberian susu. formula dan makanan tambahan

© . kepada bay1 setelah usia 6 bulan; :
~ e. pemberian. proﬁlak31s ARV dan kotnmoksasol pada
- anak;jdan - :

“f. pemeriksaan HIV pada anak

(22)‘ Konseling sebagai bagian dari standar perawatan bag1 lbu ;v j_.

hamil yang didiagnosis terinfeksi HIV.

(3) Konseling pemberian ASI ' dan pembeman vmakanan SR
- tambahan kepada -bayi setelah usia 6 (enam) bulan -

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d
disertai dengan informasi pemberian imunisasi, serta ,
- perawatan bay1 baru lahlr, bay1 dan anak bahta yang

Pasal 16

Setiap bayi yang lahir dari ibu yang termfckm HIV harus L

dilakukan tes virologi HIV (DNA/ RNA) dimulai pada usia 6
(enam) sampal dengan 8 (delapan) minggu atau tes serolog1

- HIV pada usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.

Pasal 17
‘ Ketentuan lebih lanjut mengenax Pencegahan Penularan HIV
dari ibu ke anaknya diatur dalam Peraturan Bupa’a ‘

Bagxan Keempat
; Pemenksaan Diagnosis HIV'

' ‘ ' Pasal 18 ' '
(1) Pemenksaan d1agnos1s HIV dilakukan untuk menccgah
sedini mungkin ter;admya penularan atau peningkatan
‘kejadian 1nfek31 HIV o : -~



(2) Pemenksaan dxagnosxs HIV sebagaxmana dimaksud pada

. ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas,

- persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan
rujukan. : o o

Pasal 19

o (1) Pemerlksaan dxagnosm HIV dilakukan melalu1 KTS atau

TIPK.

~ (2) Pemeriksaan dlagnosw HIV harus dilakukan dengan

~ persetujuan pasien. v
(3) Dikecualikan dari- ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2)
~diatas dalam hal:
‘a. penugasan tertentu dalam kedmasan tentara/ pohs1, o

'b. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan e

pengobatan pada pasien yang secara klinis telah

menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
c. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan ‘

peraturan perundang-undangan :

' ~ Pasal 20 -
(1) KTS dilakukan dengan langkah langkah mehputl
a. konseling pra tes; '
b. tes HIV; dan
~ c¢. konseling pasca tes.

"~ (2) KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberlkan»' B

persetujuan secara tertulis.

(3) Konseling pra tes sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap = -

muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan (couple
“counseling) atau dalam kelompok (group counseling).
(4) Konseling pasca tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~huruf ¢ harus dilakukan tatap muka dengan Tenaga

Kesehatan atau konselor terlatlh

L Pasal 21

- (1) T IPK dllakukan dengan langkah- langkah meliputi:

a. pemberian. 1nforma81 tentang HIV dan AIDS sebclum
tes;
b. pengambllan darah untuk tes;
c. penyampaian hasﬂ tes; dan
d. konseling.
(2) Tes HIV pada TIPK udak dllakukan dalam hal pas:en
‘menolak secara tertulis. -

: '(3) TIPK harus - dlanjurkan sebagal baglan dan standar '

pelayanan bag1 _

a. setiap orang ‘dewasa, remaja dan anak-anak yang
datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan
tanda, -gejala, - atau- kondisi medis yang
mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi

- infeksi HIV terutama pasien dengan rlwayat penyakit
 tuberkulosis dan IMS; '

b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersahn,

' bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;
. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau
. malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan
- malnutrisi yang tidak menunjukan respon yang baik
. dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan =/

oo



(6)

Y

G

(mvi"'

(®)

e lak1~lak1 dewasa yang meminta. s1rkum3181 sebagal

@

- tindakan Pencegahan HIV.

Pada wilayah epidemi meluas, TIPK' ‘harus dlanjurkan T e

pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayananv o

~ kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan R
TIPK sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas
~sebagaimana dimaksud < pada ayat (4) terutama

diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang: -

o a menyelenggarakan pelayanan medis rawat _]alan dan - |

rawat inap;

b, menyelenggarakén pelayanan kesehatan pernerlksaan o

ibu hamil, persalinan dan nifas;

¢. memberikan pelayanan kesehatan populasx dengan o

o risiko tinggi; - . ST
d. memberlkan pelayanan kesehatan anak di bawah 10
. tahun; = |
e. menyelenggarakan pelayanan bedah; ,
memberikan pelayanan kesehatan remaja; dan e
memberikan ~ pelayanan kesehatan reproduksi,

termasuk keluarga berencana.

Fasilitas - ‘pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan L

- TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki =~ =

' kemampuan untuk memberikan = paket pelayanan =
Pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.

Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan epidemi rendah o

- TIPK dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan - . =

~anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang -

mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberkulosis,

' serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa =
perinatal, pada pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.
TIPK sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (7) terutama.'*'”

- diselenggarakan pada
~a. pelayanan IMS; : ‘ B
 b. pelayanan kesehatan bag1 popula31 kuncn/ orang yang '

berperilaku risiko tinggi;

- c. fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan '

1
@

pemeriksaan ibu hamil, persahnan dan mfas dan

- d. ’pelayanan tuberkulosm

Pasal 22

Tes HIV untuk dlagnosxs dilakukan oleh tenaga medls}
" dan/atau teknisi laboratorium ‘yang terlatih. R
Dalam hal tidak-ada tenaga medis dan/atau teknisi -
laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan =

~ atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV. e A
Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukanfg; Sl
, dengan metode Rapid Dzagnostzc Test {(RDT) atau Enzyme

Immuno Assay (EIA)

Pasal 23

Konseling Wajlb d1ber1kan pada setiap orang yang telah =~

W -_
melakukan tes HIV S o . &



 .. .(2) Konselmg sebagaumana dlrnaksud pada ayat (1) terdiri
atas konseling pribadi, konseling berpasangan, konseling

“kepatuhan, konseling perubahan perilaku, pencegahan -
penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi
silang, atau konseling perbaikan kondisi kesehatan,

kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. -

| ‘(3) Konseling sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan, |

oleh konselor terlatih.

. -(4) Konselor terlatih - sebagalmana dxmaksud pada ayat (3)
’ dapat merupakan Tenaga Kesehatan maupun tenaga non
kesehatan - :

.:::'Bagian Kelima | |
Pengobatan Perawatan da.n Dukungan

 Pasal24

- | '(1) Setiap fasﬂltas pelayanan kesehéta_n dllarang menolak'

pengobatan dan perawatan ODHA.

3 ’(2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak mampu‘

memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk
ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lam yang mampu
atau ke rumah sakit rujukan ARV.

: Pasal 285
(1) Setlap orang terinfeksi HIV wajib mendapatkan konselmg

pasca pemeriksaan diagnosis HIV, diregistrasi secara .

~ nasional dan mendapatkan pengobatan.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputl
pencatatan yang memuat nomor kode fasilitas pelayanan

- kesehatan, nomor urut ditemukan di fasilitas pelayanan
kesehatan dan stad1um klinis saat pertama kali

ditegakkan diagnosisnya.

(3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat . -
a (2) harus dijaga  kerahasiannya sesuai ketentuan'

peraturan perundang undangan .

Pasal 26 o

;v“(l)'Pengobatan I-IIV bertujuan untuk mengurangl r131ko' o
~ penularan . HIV, -menghambat perburukan . infeksi = .
0portun1st1k dan menmgkatkan kuahtas “hidup pengldapj

HIV.

- (2) Pengobatan HIV sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) . i
" harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi =~

infeksi oportunistik, pemberian Kondom dan konseling.

:  (3) Pengobatan AIDS bertUJuan untuk menurunkan sampai
. tidak terdeteksi jumlah virus (viral load) HIV dalam darah

- dengan menggunakan kombmam obat ARV

o ' Pasal 27 ‘ ’ o
(1) Pengobatan HIV dan AIDS d1Iakukan dengan cara
.pengobatan . v
terapeutlk

b proﬁlaksxs daﬁ
C. penunjang.



@ Pengobatan terapeuuk sebaga.lmana chmaksud pada ayat A B
~ (1) huruf a meliputi pengobatan ARV, pengobatan IMS, -

dan pengobatan infeksi oportunitis.

‘ ,(3) Pengobatan profilaksis sebagalmana dxmaksud pada ayat - -

(1) huruf b meliputi:
a. pemberian ARV pasca pajanan; dan
; b. kotrimoksasol untuk terapi dan profilaksis. .
(4) Pengobatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ mehputl pengobatan suporuf adjuvant dan
perbalkan gizi. = - :

’ o ~ Pasal 28 o :
(1) Pengobatan ARV diberikan setelah mendapatkan -

konselmg, mempunyai pengingat minum obat (PMO) dan

- pasien setuju patuh terhadap pengobatan seumur hidup.
~ (2) Pengobatan ARV sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- harus diindikasikan bagi:

a. penderita HIV yang telah menunjukkan stadium khms
3 (tiga) atau 4 (empat) atau jumlah sel Limfosit T CD4

puluh) sel/mm3; .

ibu hamil dengan HIV; dan
penderita HIV dengan tuberkulosis. |
pengguna narkoba suntik; -

laki-laki suka lak1 laki; dan

waria. '

rﬁ.rv“P#s’P‘

kurang dari atau sama. dengan 350 (tiga ratus.lima o

- (3) Pengobatan ARV dlmulax di rumah sakit dan dapatvj‘;;-:':'_‘tjiv;
- dilanjutkan di. Puskesmas atau fasﬂltas pelayanan_f' :

kesehatan lainnya.

(4) Rumah sakit sebaganmana dlmaksud pada ayat (3) -

sekurang—kurangnya merupakan Rumah Sakit Tipe C.

~ (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengobatan ARV diatur - .

dengan Peraturan Bupatx '

Pasal 29 .
(1) Setiap ibu hamil dengan HIV berhak mendapatkan. L

 pelayanan persalinan di semua fasilitas pelayanan b'

 kesehatan yang telah melaksanakan upaya pencegahan
_ - penularan HIV dari ibu ke bayi.
(2) Pelayanan persahnan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) memperhatikan prosedur kewaspadaan standar dan
tidak memerlukan alat pelindung diri khusus bagi Tenaga o

Kesehatan penolong persahnan

o Pasal 30 :
(1) Setiap bay1 baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera
mendapatkan profilaksis ARV dan kotrimoksasol.

(2) Dalam hal status HIV belum diketahui, pemberian nutrisi
sebagai pengobatan penunjang bagi bayi baru lahir

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai - 15;_:5

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

. ' Pasa131 o
(1) Perawatan dan “dukungan HIV dan AIDS harus

dilaksanakan dengan plhhan pendekatan sesuai dengan
kebutuhan o | | ~



a. perawatan berbasrs fasﬂntas pelayanan kesehatan,
dan ‘

b, perawatan rumah berbas1s Masyarakat (Commumty‘ |
Home Based Care).

(2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik -
- dan komprehensif dengan pendekatan =

. biopsikososiospiritual yang mehputl
tata laksana gejala;
tata laksana perawatan akut; -
tata laksana penyakit kronis;
pendldxkan kesehatan;
pencegahan komplikasi dan 1nfeksx oportumstxk
perawatan paliatif; -

mﬁﬁpbqé

sosial ekonomi, dan pemberdayaan Masyarakat untuk
_ membina kelompok-kelompok dukungan, dan
h. evaluasi dan pelaporan hasil. - -
- (3) Perawatan berbasis fasilitas = pelayanan kesehatan |
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV

dukungan psikologis ‘kesehatan mental ‘dukungan

- dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan

" perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
sistem rujukan. .

. | (4) Perawatan rumah berbasis Masyarakat (Commumty Home S

' Based Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
“merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada .
orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oporturustlk yang
memilih perawatan di rumah.

(5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi .
komplikasi, mengurang1 ‘rasa sakit/tidak nyaman,
meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan

‘memahami diagnosis, prognosis dan - pengobatan serta

meningkatkan kemandirian untuk mencapa1 hxdup yang
berkuahtas "{ T . o ,

: 'Bagian Keenam
Rehabilitasi dan Pemberdayaan

Pasal 32

'\ (1) Rehablhtam pada keglatan Pcnanggulangan HIV dan AIDS

- dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV -

pada populasi kunci terutama Tuna Susﬂa dan pengguna

o NAPZA suntik.
(2) Rehabilitasi pada kegxatan Pcnanggulangan HIV dan AIDS
dilakukan melalui Rehabilitasi medis dan sosial.

(3) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS
ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk
menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.

(4) Rehabilitasi pada populasi kunci tuna susila sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

. pemberdayaan keterampilan kerja dan efikasi diri.

(5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna NAPZA suntik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
‘cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. g



®

Pasal 33

(1) M1t1ga51 dampak merupakan upaya untuk mengurang1

dampak kesehatan 'dan sosial ekonomi.

(2) Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat secara :

sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan Mmgasx

- dampak sosial ekonomi ODHA dan OHIDHA dengan cara: »:} ‘-

a. memberikan j _]amlnan kesehatan

b. menghilangkan - diskriminasi dalam memberikan
layanan dan dalam keh1dupan bermasyarakat; o
c. menyelenggarakan program-program bantuan untuk
meningkatkan pendapatan keluarga; dan ‘

-'d. - mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalani upaya :

Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk

pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA. _
Kegiatan Mitigasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan sesuai - ketentuan peraturan

- perundang-undangan.

()

'Pasal 34 ,
Pemberdayaan sosial dlmaksudkan untuk:
a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan*v-'
Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan

sosial agar mampu memenuh1 kebutuhannya secara
mandiri; - '

b, rnemngkafkén pcran serta lembaga dan/atau"”‘,

@)

(3)

°opogep

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam
- penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial sebagaimana . dlmaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

- peningkatan kemauan dan kemampuan,
.. penggalian potensi dan sumber daya;
penggalian nilai-nilai dasar;

pemberian akses; dan/atau

pemberian bantuan usaha. .
Pembcrdayaan sosial sebagaimana. . dlmaksud pada -

~ ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

ao TP

@)

b ot @

diagnosis dan pemberian motivasi;
pelatihan keterampxlan _
pendampingan; ' :
pemberian stimulan modal peralatan usaha, dan
tempat usaha; s
' peningkatan akses pemasaran hasﬂ usaha;
supervisi dan advokasi sosial;
_.penguatan keserasian sosxal :
penataan hngkungan dan [atau
bimbingan lanjut. |
Pemberdayaan sosial sebagalmana dxmaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

a. dlagn031s dan pemberian motivasi;

b penguatan kelembagaan Masyarakat
c. kemitraan'dan penggalangan dana; dan/ atau
d pembenan stlmulan ' ) Y



(1)

- dan pengambilan. keputusan dalam Penanggulangan HIV BRI

BABIV
s SURVEILANS

- Pasal 35 o
‘Surveilans HIV dan AIDS dilakukan untuk pemantauan

- dan AIDS.

(2)

- @®
(4)

(5)

oo T

Surveilans HIV dan AIDS sebagalmana d1maksud pada
ayat (1) meliputi: A | |
pelaporan kasus HIV

. pelaporan kasus AIDS; .

sero Surveilans sentmel HIV dan sﬁihs
Surveilans IMS; B

HIV..

Pelaporan kasus HIV_ sebagalmana dlmaksud pada ayat S
(2) huruf a bertu_]uan untuk menentukan tingkat epidemi o

“dan mencegah penularan lebih lanjut. o
Pelaporan kasus AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b bertujuan untuk pengobatan dan perbaikan -

kualitas hidup. -
Sero Surveilans sentinel HIV dan sifilis sebagaimana -

- dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ bertujuan untuk

()

- memantau besaran dan kecenderungan masalah. = SR
Surveilans IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) =

~huruf d . bertujuan untuk memantau besaran dan

o

- meliputi: -

kecenderungan IMS.
Survellans IMS sebagalmana dlmaksud pada ayat (6)

Ca pelaporan kasus dalam rangka mencari 1n51den
~b. penentuan dan pemantauan prevalens.

(8)

' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuan: - '
-~ untuk mengetahui kecenderungan infeksi HIV pada suatu =
- kelompok berisiko yang datang ke layanan konsehng dan

‘Surveilans HIV berbasis layanan Konseling dan Tes HIV

testmg HIV o

o

@

(3)

 BABV
 SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kcséﬁl B
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

“Pasal 36

Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan, .

kesehatan.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan Wajlb memberikan
pelayanan kesehatan pada - ODHA sesuai dengan -

kemampuan yang dimiliki. v
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer wapb mampu
melakukan upaya promotif, preventif, konseling, deteksi
~dini, pengobatan dan merujuk kasus yang memerlukan

ruyjukan. D _ ~

Surveilans HIV berba51s layanan Konsehng dan Tes FE



(4) Set1ap rumah saklt sekurang—kurangnya kelas C Wajlb
- mampu mendxagnosm - melakukan - pengobatan danvff
perawatan ODHA sesua1 dengan ketentuan dalam mstem )
; ruJukan RN s
- ,:_,-‘(5) Fasilitas | pelayanan kesehatan pr1mer dan Rurnah Saklt IR
.. Kelas D dapat melakukan diagnosis; . pengobatan dan IRRSEIIE
c perawatan ODHA sesua1 dengan kemampuan dan 51stem
A ruJukan S T TR o

- R T Pasal 37 Lt .
(1) Setlap fas111tas pelayanan kesehatan waij melaksanakan]._ BN
~ tindakan preventlf untuk mencegah penularan mfeks1,' P

termasuk HIV. S

S (2) Tindakan . preventlf untuk mencegah penularan lnf eksr P
i sebagmmana dimaksud pada ayat (1) meliputi: R
a. kewaspadaan umum (unwersal precautzon)’ e o
b kepatuhan kepada Pr ogram Pencegahan 1nfek31 sesua1
,_’{dengan standar, LA RPN
_c. penggunaan darah yang aman dan HIV dan IR
d. komunlka51 "mforma51 dan edukas1 kepada pamen

:Bag1an Kedua o
Sumbe Daya Manusxa Kesehatan

C : L Pasal 38 . . :
" (1) Sumber daya manusia dalarn Penanggulangan HIV dan

©~AIDS mehputr-“Tenaga Kesehatan dan ‘ tenaga non_,
: kesehatan E R R
(2) Sumber daya manusm kesehatan sebaga1mana dxmaksud

© - pada ayat (1) merupakan Tenaga Kesehatan yang =
~.mempunyai kompetenSI dan kewenangan sesual ketentuan,f'
- peraturan perundang—undangan o
(3) ‘Dalam hal pada suatu - daerah tldak terdapat Tenaga.

ooooo

. Tcnaga Keschatan lam yang terIatlh dapat menerzma S .
~ penugasan. SR : o S
5"(4) Penugasan sebagaunana dxmaksud pada ayat (3) L
. dilakukan oleh kepala dmas ‘kesehatan setempat setelah=-:",_ ;';,...;;],.‘_ o
o memperoleh pertlmbangan dan orgamsam profes1 terkait. - S
','(5) Tenaga non kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat =
(1) ‘berperan b1dang kebgakan, - kesejahteraan, -
kesehatan pend1d1kan ‘sosial, budaya . yang mencamlpi:}._
S segenap permasalahan HIV dan AIDS secara hOllStlk e

o «.Baglan Ketlga .
Obat dan Perbekalan Kesehatan '

L T : Pasal 39 LA

S Pemenntah Daerah menjamm ketersedlaan obat' dan .

. S perbekalan kesehatan yang dlperlukan untuk Penanggulangan__ R
R HIVdanAIDS L e




’ ' Pasal 40 , : ' A

'f'i(l) Pernermtah Pemermtah Provinsi dan Pemermtah Daerah e
dalam menjamin  ketersediaan obat “dan perbekalan . = .
|  kesehatan harus menyusun rencana kebutuhan secara' SRR
- berjenjang. - S o
- (2) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ’ untuk”v
e ;:'Pcnanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah
- -harus dllaksanakan, - dicatat - dan dllaporkan sesual
j-,.;fketentuan peraturan perundang undangan e L

;:BAB”VI SRR
"_KERJASAMA T

I Pasa141 o R
,Upaya Penanggulangan HIV “dan - AIDS dapat
' diselenggarakan oleh' masing-masing instansi dan/atau o
. melalui kerjasama - beberapa pihak, ‘berupa  kegiatan
~ khusus upaya - ‘Penanggulangan HIV dan AJDS atau
terintegrasi dengan kegiatan lain.
(2) Lembaga Masyarakat, perguruan tmggl, orgamsam profesx
- bidang kesehatan, komunitas populasi kunci, dan Dunia- = .~
- Usaha ‘dapat. bermitra  aktif dengan mstanm/lernbaga, ERPERRIS
L, pemermtah dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS SRR

keAD

EEE S Pasal 42 ' i
(1) Bupau membentuk KPAD yang dltetapkan dengan PR PN
. Keputusan Bupan

(2) Keanggotaan KPAD sebagalmana dlmaksud pada ayat [ -
" terdiri ‘dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat,
" lembaga/ Orgarusam Kemasyarakatan, dan Duma Usaha 8
.. atau swasta. ’
f (3) Ketentuan leb1h lanjut mengenal pembentukan tata cara_fl ,}
. pengisian keanggotaan ‘dan tata kerja KPAD sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) dxatur dalam Peraturan Bupa'u

L T Pasal 43 . ) R
(1) KPAD mengkoordmas1kan dan mensmergxkan : setxap S
. kegiatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang -~ . =
 dilakukan oleh 1nstans1/ SKPD terka1t LSM Organ1sa51 SRR
SR Kemasyarakatan dan agama. - R
. (2) KPAD sebagaimana “dimaksud - pada ayat (1) dalam S
- . menjalankan kegiatannya berdasarkan Rencana Strategls RN
(Renstra) KPAN dan Rencana Ak31 KPAD o T

BAB'VHI" R
PENDANAAN

’ Pasal44 ' R

" :'"",.'-'(1) Pendanaan yang dlbutuhkan untuk pclaksanaan upaya-v TN

' Penanggulangan’ 'AIDS dibebankan kepada APBD dan .
sumber dana lam yang sah dan tldak menglkat e ﬁ/‘: SR




"., (2) Pcmcrxntah Desa B mengalokas1kan pendanaan Cuntuk N

- menunjang pelaksanaan keg1atan penganggulangan HIV L
dan AIDS S .

f}:ODHA"'yahg’f:.‘ belum ﬁempuny.éii Jamman» kesehatan
 pendanaan kesehatannya ditanggung oleh Pernermtah S
R Pemermtah Prov1nS1 ‘dan Pemermtah Daerah

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Baglan Kesatu

L ;Paragraf 1 ,
:Pemermtah Daerah

i Pemerlntah Daerah berhak atas Masyarakat yang sehat dan
.  produktlf yang tldak mendenta dan atau bebas HIV dan AIDS

.F:._Paragrai'2 |
 KPAD

o TN ?31Pasal47 L PO
»:}KPAD berhak melakukan koordmam dengan Masyarakat T
: »untuk melakukan Penanganan HIV dan AIDS o

v Paragraf 3
ODHA

R R Pasa148 'f :
ODHA berhak mendapatkan perhndungan dar1
. a. kerahasiaan status HIV dan AIDS; . = DR R
© b. resiko guncangan . dan kerentanan . ‘sosial yang berupa»f.f’i e

S stlgma dan dlsknmlnam melalu1 perlmdungan s051a1 L
V".'berupa N _ . ’
1. bantuan sos.1al
© 2. advokasi sosial;

3 bantuan hukum

: ' ’ Pasal 49 T B
»OHIDHA berhak mendapatkan perhndungan darx resﬂco
" guncangan dan kerentanan sosial yang berupa stigma - dan’
- diskriminasi melalu1 perhndungan 3051a1 yang mehputl :

“a. bantuan sosial; o . .
“b. advokasi sosial; -
- c. -bantuan hukum.‘i-l




‘ Paragraf 5
- 'l‘enaga Kesehatan

o . Pasal 50 : “ T
‘ g-::b'.._-Tenaga Kesehatan atau konselor - dan pendampmg dengan-f
. persetujuan ODHA ‘secara tertulis berhak menyampa1kan
* statusnya kepada pasangan seksualnya dalam hal: .
‘a. tidak mampu - menyampaikan . statusnya setelah'
- mendapat konsehng yang cukup; - - - - o L
b. ada indikasi telah’ ter]adl penularan pada pasangan":f,-;v-“"
L .seksualnya, A T o
c. untuk kepcntmgan pembenan perawatan dukungan R
X fpengobatan s dan o pendampmgan pada pasangan“ﬂ
‘”-‘:}vseksualnya e S .

:""“Paragraf6 e T

Masyarakat o
E PasalSI _ : S R
.‘f'»_:I'Masyarakat berhak mendapatkan perlmdungan berupa’ AR
L Pencegahan dari penularan HIV dan AIDS . o

Paragraf 7
LSM

Pasal 52

a. menYelenggarakan' keglatan Penanggulangan HIV dan-;:f s
" AIDS; o
b, melaporkan setlap keglatan usaha yang beresxko t1ngg1
B ‘terhadap gagalnya upaya Penanggulangan HIV dan AIDS_: .

ParagrafS U e T
Duma Usaha N e

}Dalam rangka penanggulangan HIV/ AIDS settap duma usaha
" berhak menyelenggarakan usahanya berdasarkan asas
_kemanus1aan dan keadllan LA e SR SR

Kewa_]lban : o

“:»Paragrafl AT
Pemermtah Daerah -

e T e ':*,,fPasal 54
Pemermtah Daerah berkewajtban : L : e
: a’ " melindungi hak- asasi’ manusia yang tennfekm HIV dan
- AIDS termasuk perlmdungan dan kerahas1aan status HIV e
- dan AIDS; o :
“b. mencegah - dan manangam reS1ko guncangan dan:"»:.v RPN
. kerentanan sosial ODHA, OHIDHA," dan Masyarakat dari
- stigma dan dlsknm1na51 melalm perhndungan sosxal yang Kl
o melputl e P e e e
Sl bantuan somal S e




2 advokas1 sos1al
.8 bantuan hukum
' C " men_]amm ketersedxaaan e o v
. 1. obat  dan - perbekalan yang dlperlukan ‘ untuk R
o 'Penanggulangan HIV dan AIDS .
2. alokasi anggaran untuk perawatan, pengobatan dan
- dukungan, bagi Masyarakat rmskm dan txdak mampu‘-- SRR
~.° . yang terinfeksi HIV dan AIDS; N
3. alokasi anggaran untuk kcglatan penganggulangan HIV»;* B
* dan AIDS. . e
d. memfa8111ta51 orang yang berpenlaku resiko t1ngg1 dan IR
- yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak =~ "
- layanan - kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas"y'-j"ii
. setempat dan Iayanan kesehatan Iamnya ' o
mengkoordmam peran serta. Masyarakat terutama darl' "
:.}f\isektor - swasta  dalam mendukung program
T i*‘;Penanggulangan HIV dan AIDS SR '
;';.membma menggerakkan dan mengawa31 LSM Kelompok
-~ Kerja . (Pokja) “ swadaya Masyarakat ‘ d1 bldang
'- ‘f‘v-‘Penanggulangan I-IIV dan AIDS dan -
. 'g. pemerintah - melakukan pembmaan terhadap upaya.,,_
o penanggulangan HIV dan AIDS d1 tempat kerja R

Paragraf 2 el
- KPAD

ERERR, .."Pasal 55

| "KPAD bcrkewajlban e LRI

~ 'a. memimpin, mcngelola dan mengkoordmasx seluruh'-’-‘-

- kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS d1 Daerah, )

- bersama dengan Masyarakat; o i

" b. ‘bersama Bupati melakukan pengcndahan pembmaan dan SENLANENN
- —pengawasan Penanggulangan HIV dan AIDS S

S Pasa156

ODHA berkewajlban e S
patuh terhadap tata laksana pengobatan, mel1ndung1 -
_ - dirinya dan pasangannya; . - : ST
. wajib mehndung1 pasangan dan dlnnya dengan NN
" menggunakan Kondom apablla berhubungan seksual KR
. meng1kut1 Rehablhtam - .

1. memantau kepatuha.n dalam pengobatan dan perawatan'_._ EE P
. bagi ODHA di keluarganya; B :
"~ b. memberi- dukungan dan motlva81 gurxa pemngkatan, S
. kualitas hidup ODHA; o R
- .c. berperan secara aktlf mcngurang1 dampak kesehatanf,i..;
:.,sosxal dan ekonom1, e T e ~ '




d. mencegah penularan I-IIV dan AIDS baxk ch hngkungan
- keluarganya maupun masyarakat dan L e
berperan serta . aktif - dalam upaya rehab1htas1 j{f, -fda
'fpemberdayaan ODHA. . =

Paragrafs R

'},Tenaga Kesehatan berkewajiban: - . o s

a melaksanakan penanggulangan yang mehputl

~ 1. promosi kesehatan; - L

2. pencegahan penularan HIV

3. pemeriksaan HIV; - o ' -

4. pengobatan, perawatan dan dukungan, dan

- 5. rehabilitasi dan pemberdayaan. = o

‘b. Kewajiban sebagalrnana dnnaksud pada ayat (1)7

- f"_’fdllaksanakan .sesuai - ketentuan Peraturan Perundang- o
i,undangan Yang berlaku SRR : o

R Paragraf 6

e Masyarakat berkewapban R o e
~.a.. membantu penyelenggaraan dan atau menyelenggarakan\ :
© kegiatan - Penanggulangan ‘ HIV dan AIDS dxbawah[ :
- koordinasi KPA Daerah; . | L
.- melaporkan  kegiatan - maupun tempat yang berpoten51 -
© menularkan HIV dan AIDS; =
. fmelakukan perhndungan terhadap ODHA dan OHIDHA.;
~dengan  cara - aktif dalam keglatan . sosmhsas1 BRI
i Penanggulangan HIV dan AIDS; e
“d. berperan serta ‘dalam kegiatan Penanggulangan HIV dan‘;ﬁf
' AIDS ‘serta’ perhndungan terhadap ODHA dan OHIDHA,};,’
- dengan cara:. ) DT R,
L vberpenlaku hldup sehat e
2. meningkatkan ketahanan keluarga, SR -
© 3. mencegah terjadinya stigma dan dlsknmlna51 terhadap‘j,
~ . ODHA, OHIDHA, dan keluarganya .
4. aktif dalam kegiatan promosi, Pencegahan perawatan, Lo
el dukungan pengobatan, dan pendamplngan terhadap"»- ISR A
. ODHA. o L et
e. mendorong setlap orang yang bere51ko terhadap penularan ISR
- HIV dan IMS untuk mernenksakan kesehatannya ke khmk S

Paragraf 7

- LSM berkewapban _— - TR o
~a. berperan - aktif i.fmembantu dengan keglatan
Penanggulangan HIV dan AIDS dlbawah koordxnasn dan:.}},
. pengawasan KPAD;. ’
~b. ‘melaporkan kegxatan maupun tempat yang berpotens;;}_i

,‘»f;_rnenularkan HIV da,n,AIDS et :




C.

mendorong setlap orang yang beresiko tcrhadap penularan
HIV dan IMS untuk memenksakan kesehatannya ke klinik -
KTS ’ , |
- _ParagrafS .
' 'Dunia Usaha

Pasal 61

Dunia - Usaha - berkewajlban menjalankan | upaya
Penanggulangan HIV dan AIDS. ' . : :

Pasal 62

Untuk melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS d1
tempat kerja Dunia Usaha wajib:

a.

melaksanakan ‘promosi. kesehatan ~dengan |

mengembangkan ~  upaya  promosi  kesehatan,

"~ menyebarluaskan - informasi dan . menyelenggarakan ,.

pendidikan dan pelatihan di tempat kerja;

.. melaksanakan pencegahan penularan HIV - dan AIDS ‘»

~ dengan menganjurkan untuk melakukan deteksi dini

kepada karyawan dan menerapkan prosedur keselamatan

+ dan kesehatan kerja khusus untuk penanggulangan HIV
- dan AIDS sesua1 dengan Peraturan Perundangan yang

berlaku;

. - berperan serta dalam mengmgatkan karyawan yang‘::

~ berstatus sebagai ODHA untuk patuh terhadap tata

laksana pengobatan;

. melaksanakan. rehabilitasi dengan  memberikan

perlindungan kepada karyawan dengan HIV dan AIDS dari
tindak dan perlakuan diskriminatif;
melaksanakan pemberdayaan dengan memberdayakan

- segenap jajaran perusahaan untuk berperan serta dalam

penanggulangan HIV dan AIDS; dan

~mengikut sertakan karyawan baik secara sendiri-sendiri
‘maupun secara bersama-sama melaksanakan upaya

penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerJa

-_Baglan Kctlga o
' Larangan

’ e : Pasal 63 ST
Setiap orang dxlarang memberikan = stigma yang
mengakxbatkan diskriminasi kepada orang yang terduga:

. atau disangka telah terinfeksi HIV dan AIDS.

@
~~HIV dan AIDS dllarang mendonorkan darah, produk

G

Setiap orang dilarang melakukan Mandatory HIV Test. .
‘Setiap orang yang telah mengetahuinya dirinya terinfeksi

darah, cairan mam, organ dan jaringan tubuhnya kepada}' ’

~aorang lain.

(4)

Setiap orang yang telah mengetahul dmnya terinfeksi HIV
dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksinya
kepada orang lain. - ‘
Setlap orang dilarang meneruskan darah, produk darah,
cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah
diketahui tcnnfek51 HIV dan AIDS kepada calon penenma‘

“donor | , ) _ B o~



SRS
PA g
e

(6) Setiap - orang - atau badan/lembaga “dilarang
mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuah
dengan persetujuan yang bersangkutan.

 (7) Setiap orang atau badan/lembaga ‘dilarang melakukan

- usaha yang berpotenb penularan HIV AIDS.

' . BAB X
PERAN SER’I‘A MASYARAKAT

- Pasal 64

. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan
- serta dalam keglatan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan
cara: .
- a. berperilaku hldup sehat » :
- b. meningkatkan ketahanan  keluarga untuk mencegah

penularan HIV dan AIDS;

- c. tidak melakukan stlgmatlsasf dan dlsermmam terhadap

ODHA, ADHA dan OHIDHA;

~d. menciptakan hngkungan yang kondu31f bagi ODHA, ADHA )

dan keluarganya;

e. terlibat dalam kegiatan kampanye, Pencegahan, tes dan

kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan

- f. . membentuk dan mengembangkan WPA; dan .
7. . g. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan. .
.~ perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan dm IR

ke fasilitas k_ese_ha_tan yang menyediakan pelayanan KTS.
TR BABXI S
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baglan Kesatu
' Pemblnaan

Pasal 65

” "f';i{":* (1’): _Bupat1 berwenang melakukan pembinaan terhadap semua SRR

- kegiatan yang. berkaltan dengan Penanggulangan HIV dan
AIDS.

(2) Kewenangan pembmaan sebagalmana dimaksud pada

~‘ayat (1) dilaksanakan oleh plhak-plhak yang berkompeten
melalui:
a. penyusunan pedoman teknis; '
- b. penyuluhan ' dengan - komunlkasu - informasi dan o
‘edukasi; .

pembiayaan; dan
monitoring dan evaluasi.

c. advokasi dan sosialisasi;
d. pemberdayaan masyarakat
e. pelatihan;
f. kurikulum pendidikan;
g
h.

" (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama sesuai tugas dan fungsn pokok para p1hak di bawah
: koord1nas1 KPAD. - : o ~




Baglan Kedua
Pengawasan

S ' » Pasal 66 o
Bupatl melakukan pengawasan terhadap semua keglatan yang e B
‘f -}vberkaltan dengan . Penanggulangan HIV dan AIDS baik yang]‘ '
. dilakukan oleh aparatur Pemermtah Daerah Masyarakat dan

_. Duma Usaha Lo T . o N '

. BaBxu N )
SANKSI ADMINISTRASI N

PSR fv'3‘..‘vf'Pasal 67 T
(1) Bupat1 berwenang menjatuhkan anksx admxmstram
e terhadap orang - atau lembaga’ yang “dalam - ‘kedudukan -
~ tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
-~ dalam Peraturan Daerah im0 =
(2) Sanksi. administratif sebagalmana d1maksud pada ayat (1)3{-;
- adalah sebagai berikut: - N IR "
- a. teguran lisan; -
. b. teguran tertulis - e R
. c. pencabutan sementara 1zm penyelenggaraan usaha dan SRR
. profesi; dan/atau o
. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha .
_.fdan profes: B o ,

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

I Pasal 68 L LT e T e
(1) Penylcllk Pegawal Negen Sipil- dan Satuan POIISI Pamong S
- Praja ‘di lingkungan Pemermtah Daerah yang telah
mempunyai - sertlﬁkat . penyidik  diberi. ~wewenang = -
melaksanakan - peny1d1kan terhadap pelanggaran S
" ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.. -
(2) “Penyldlk sebageumana dimaksud pada ayat (1) bcrwenang A
. a. menerima laporan atau pengaduan ‘dari seseorang;"_f.
~~ tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah; Lo
- b. melakukan-tindakan pertama d1 tempat kejad1an dan
.~ melakukan pemerlksaan, o h
c. jmemenntahkan “berhenti - seseorang tersangka dan}.;*
" memeriksa tanda pengenal diri tersangka, S R
~ d. melakukan- peny1taan benda dan atau surat;
‘e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka, Sy
f. memanggil orang untuk d1dengar dan dlpenksa sebagal
- tersangka atau saks1 L S
" g mendatangkan saks1 ahh dalarn hubungannya.
" dengan pemeriksaan perkara; : Ll
~ h. mengadakan penghentlan penyldlkan karena tidak =~ . -
~ ferdapat ‘cukup buku “atau penshwa tersebut
-~ merupakan tmdak - pidana . dan  selanjutnya -
_"memberltahukan hal tersebut kepada penyxdlk '
~ . penutut umum, tersangka atau keluarganya - D
i, melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat-.} e
dlpertanggungﬂawabkan DR at/




- -KETENTUAN PIDANA_‘ R

" Pasal 69

dimaksud ' dalam Pasal 63 - dipidana dengan pidana -

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(1) Setiap orang yang _melanggar ketentuan sebagaxmana RERTS |

“kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palin g SR

(2) Tindak pidana sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) adalah N

pelanggaran

| " BABXV -
KETENTUAN PERALIHAN

' Pasal 70
~ tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan.
. BABXV
KETEN’I‘UAN PENUTUP
Pasal 71.

| Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan _
Agar  setiap orang mengetahumya, memerintahkan

KPAD yang d1bentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini |

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya.

. ‘dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan di Karanganyar -
pada tanggal 33 Destmboc 2015

BUPATI l«RAN?‘{ANYAR //

R P T L R ct/JUL YATMONQ, ¢
, Dlundangkan di Karanganyar
. pada tanggal 2© Desamber 308

e }NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ PROVINSI JAWA TENGAH: ( - /aons )




s PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
R ';-'}N}OMOR 2% TAHUN 2015 S

ST P TENTANG o e
-PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFI CIEN CcY VIRUS DAN ACQUIRED
A IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME R

Pemermtah Daerah ’ berkewajlban menyelenggarakan upaya
f’,kesehatan bagi masyarakat ‘Upaya - penanggulangan HIV dan AIDS - -
~ merupakan - salah satu dar1 upaya penyelenggaraan kesehatan bag1 K
Masyarakat R
o Penularan dan - penyebaran HIV dan AIDS sangat berhubungan;j_
dengan perilaku beresiko, oleh sebab ‘itu . ‘upaya penanggulangan harus
- memperhatikan faktor—faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut.”
Disamping itu, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS"
~membutuhkan pertimbangan dari - berbagai | aspek, antara lain_ aspek"fi
agama, adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang berlaku.
" 1dentifikasi terhadap kasus-kasus penderita HIV dan AIDS sebaglan';;’
besar berasal dari kelompok masyarakat dengan penlaku risiko tinggi yang =
merupakan kelompok masyarakat termarglnalkan Oleh sebab 1tu : o

' penanggulangan = yang SpeSlfik dan khusus dengan _tetap
i mempertlmbangkan aspek hak’ asas1 manusia. ’ B
-Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk menetapkan’f oy
P Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

”ffﬁl;[PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas; L
| Angka 2
T Cukup Jelas." o
Angka 3 o

Cukup Jelas. -
J-Angka 4 Lo
: Cukup J elas.
ngka 5. z
S Cukup Jelas.
'~;Angka 6 L
Cukup Jelas.
Angka 7 L
aEx Cukup JeIas'.{_» &
Angka 8 e

It Cukup Jelas., o
: Angka 9 .
A Cukup Jelas.

: Angka 0
T Cukup Jelas. .
: f’Angka 11 -
SR Cukup Jelas'.“}
B "’Angka 12
o Cukup Jelas;{ EE
Cukup Jelas.,;[ R




Angka 14 e
. Cukup Jelas.
Angka 15 .
. Cukup Jelas.
Angka le
o CukupJelas. ol
v Angka 17 o
Cukup Jelas.
Angka 18 ~
‘i Cukup Jelas.
: , Angka 19 '
Celo ~ Cukup Jelas.
o _ Angka 20
il o Cukup Jelas.
Angka 21 ,
- Cukup Jelas.
Angka 22
i Cukup Jelas.
Angka 23 ‘
B Cukup Jelas.
: Angka 24 : .
_—  Yang - dxmaksud unlmked anonymous adalah tes yang
~ dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan

‘sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak = L

_}dtcantumkan pada’ sampel darah atau spesimen lain yang = :
diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya =

digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan popula81
I tertentu, dan bukan mdlvxdu | . | -
S S Angka 25 , e -
N et Cukup Jelas.
© Cukupdelas.
Angka 27 :
Cukup Jelas.
Angka 28 Do L
S Cukup Jelas.
Angka 29
©i . Cukup Jelas.
Angka 30
x Cukup Jelas.
‘Angka 31
Cukup J elas.
o ‘Angka 32
. , : Cukup Jelas.
o ) Angka 33 -
e Cukup Jelas.
IR Angka 34
i Cukup Jelas.
Angka 35
. Cukup Jelas.
Angka 36 - :
i Cukup Jelas.
Angka 37
i+ Cukup Jelas.
Angka 38
. Cukup Jelas.




'. Angka 39 S

o CukupJelas. e '

o Angka40

- Cukup Jelas.

Angka 41 _

- ‘ Cukup Jelas.
~ Pasal 2

. berdasarkan: - E
a asas kemanusiaan adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS

ODHA, OHIDHA dan keluarganya

= yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS

Yang dlmaksud dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS " o

‘harus menghormati Hak Azazi Manusxa harkat dan martabatvg, o

. asas keadilan adalah tidak melakukan stlgmausam dan”‘-vf"
diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan tugas SRR

" .cs asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemenntahanf 1
" adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan
sedemikian rupa tanpa ada pembedaan baik antar sesama orang -
yang terinfeksi HIV dan - AIDS maupun antara orang yang -

o .- . terinfeksi dan masyarakat bukan orang yang terinfeksi lamnya
Pasa13 . . .
Cukup Jelas
Pasal 4 -
o Cukup _]elas
o Pasal 5
i - Cukup Jelas
" Pasal6
o Cukup Jelas
»»_.v-»-:“iPasal 7
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